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ABSTRAK 

FUNDAMENTAL REASON PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM YANG 

MEMERINTAHKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI INDONESIA 

 

Oleh 

 

Dio Fani Nazirwan 

 

Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah instrumen hukum yang digunakan 

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan 

Umum (PHPU) untuk menjamin terlaksananya prinsip demokrasi yang jujur, adil, 

dan berintegritas. Dalam praktiknya, putusan MK yang memerintahkan PSU tidak 

hanya didasarkan pada pelanggaran prosedural atau selisih perolehan suara, tetapi 

juga mempertimbangkan kualitas proses pemilihan serta perlindungan hak 

konstitusional warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

fundamental reason yang digunakan MK dalam memutus perkara PHPU yang 

memerintahkan PSU di Indonesia.Penelitian ini merupakan penelitian hukum 

normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan 

pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi UUD NRI Tahun 

1945, peraturan perundang-undangan terkait pemilu dan MK, putusan MK 

mengenai PSU, serta berbagai literatur dan penelitian yang relevan. Seluruh bahan 

hukum dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

fundamental reason MK dalam memerintahkan PSU didasarkan pada tiga dimensi 

utama, yaitu legal reasoning, sociological reasoning, dan democratic reasoning. 

Ketiga dimensi tersebut digunakan untuk menilai pelanggaran yang memengaruhi 

integritas proses pemilihan, perlindungan hak pilih warga negara, dan legitimasi 

hasil pemilu. Penelitian ini juga menemukan adanya pergeseran paradigma MK dari 

demokrasi prosedural menuju demokrasi substantif yang menempatkan kemurnian 

suara rakyat, keadilan elektoral, dan integritas pemilu sebagai orientasi utama 

dalam penyelesaian sengketa pemilu. Dengan demikian, MK tidak hanya berfungsi 

sebagai penjaga konstitusi (guardian of the constitution), tetapi juga sebagai 

penjaga demokrasi (guardian of democracy). 

 

Kata kunci : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Pemungutan Suara Ulang, 

Fundamental Reason. 



 

 

 

ABSTRACT 

FUNDAMENTAL REASONS FOR CONSTITUTIONAL COURT DECISIONS 

IN ELECTION RESULT DISPUTES ORDERING RE-VOTING IN 

INDONESIA 

 

By 

 

Dio Fani Nazirwan 

Re-Voting (Pemungutan Suara Ulang/PSU) is a legal mechanism employed by the 

Constitutional Court of Indonesia to resolve Election Result Disputes (PHPU) 

and ensure the implementation of democratic principles that are fair, honest, and 

accountable. In practice, Constitutional Court decisions ordering PSU are not 

solely based on procedural violations or vote-margin discrepancies but also 

consider the quality of the electoral process and the protection of citizens’ 

constitutional rights. This study aims to analyze the fundamental reasons 

underlying the Constitutional Court’s decisions in PHPU cases that result in 

orders for PSU in Indonesia.This research adopts a normative legal research 

method using statutory, case, and conceptual approaches. The legal materials 

consist of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, election-related 

legislation, Constitutional Court decisions concerning PSU, as well as relevant 

books, journals, and previous studies. All legal materials were analyzed 

qualitatively.The findings reveal that the Constitutional Court’s decisions to order 

PSU are based on three main dimensions: legal reasoning, sociological 

reasoning, and democratic reasoning. These dimensions are applied to assess 

violations affecting the integrity of the electoral process, the protection of 

citizens’ voting rights, and the legitimacy of election results. The study also 

identifies a paradigm shift in the Court’s approach from procedural democracy 

toward substantive democracy, emphasizing the purity of the people’s vote, 

electoral justice, and election integrity as the primary considerations in resolving 

electoral disputes. Therefore, the Constitutional Court serves not only as the 

guardian of the constitution but also as the guardian of democracy. 

Keywords: Election Result Disputes, Re-Voting, Fundamental Reasons. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan manifestasi utama dari prinsip 

kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi konstitusional. Sistem demokrasi 

modern menempatkan pemilu sebagai sarana legitimasi kekuasaan sekaligus 

mekanisme sirkulasi kepemimpinan secara damai. Oleh karena itu, 

keberadaan lembaga peradilan yang mampu menyelesaikan sengketa Pemilu 

menjadi kebutuhan fundamental guna memastikan bahwa hasil pemilu benar-

benar mencerminkan kehendak rakyat dan tidak tercemar oleh pelanggaran 

prosedural maupun manipulasi politik. Dalam konteks Indonesia, peran 

tersebut dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengawal 

konstitusi dan penjamin keadilan elektoral.
1
 Praktiknya Demokrasi elektoral 

Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan struktural, khususnya 

dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pelanggaran administratif, 

manipulasi suara, penyalahgunaan kewenangan, hingga ketidaknetralan 

penyelenggara pemilu kerap menjadi pemicu sengketa hasil pemilu, dalam 

hal ini menegaskan bahwa pemilu sebagai instrumen demokrasi tidak selalu 

berjalan ideal tanpa intervensi hukum.
2
  

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menegaskan 

bahwa pemilu dan pilkada merupakan wujud kedaulatan rakyat yang harus 

diselenggarakan secara jujur, adil, transparan, dan akuntabel. Penyelenggara 

wajib bekerja mandiri dan profesional untuk menjaga kepercayaan publik. 

                                                           
1
 Rosalina Sari Indah, Hendri Hidayat, Ratna Sari, “Peran Mahkamah Konstitusional Dalam 

Menyelesaikan Sengketa Pemilu Dari Perspektif Keadilan”, International Journal Of Sociology, 

Policy And Law (IJOSPL) Vol. 04, No. 02 (2023), hlm. 28. 
2
 Jimly Asshiddiqie, Dinamika Hukum Pemilu: Problematika dan Implementasi Produk Hukum 

KPU (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 3. 



2 
 

 

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menyoroti kompleksitas 

penyelenggaraan pemilu di Indonesia, pentingnya netralitas aparat, serta 

pencegahan pelanggaran. KPU juga menghormati putusan MKRI, termasuk 

pelaksanaan PSU, sebagai upaya menjaga keabsahan hasil pemilu dan 

kualitas demokrasi melalui evaluasi berkelanjutan serta partisipasi 

masyarakat.
3
 

Indonesia, sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, turut 

berperan dalam proses tersebut dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi 

berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.
4
 Dengan demikian, perjalanan demokrasi di Indonesia 

bukan hanya merupakan hasil adopsi dari sistem barat, tetapi juga merupakan 

hasil evolusi politik nasional yang menyesuaikan dengan karakteristik sosial 

dan budaya bangsa. Oleh sebab itu, demokrasi Indonesia memiliki dimensi 

moral dan konstitusional yang menegaskan kedaulatan rakyat sebagai pilar 

utama dalam sistem ketatanegaraan.
5
 Pasca reformasi demokrasi yang 

dikembangkan di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 

1945. Demokrasi ini terus diperbaiki dengan menyempurnakan cara 

penerapannya dan mengubah aturan yang tidak sesuai dengan prinsip 

demokrasi.
6
 Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat pada dasarnya 

menjamin adanya partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan 

keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk 

benar-benar mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, hukum 

tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak hanya untuk 

kepentingan penguasa, melainkan harus menjamin keadilan bagi seluruh 

rakyat sebagai perwujudan prinsip demokrasi dan negara hukum.
7
 Dalam 

konteks penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, prinsip tersebut menjadi 
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dasar penting bagi MK dalam menjaga integritas hasil pemilihan melalui 

mekanisme koreksi konstitusional, salah satunya melalui Pemungutan Suara 

Ulang (PSU). Secara faktual, Pilkada serentak terakhir pada tahun 2020 

menunjukkan bahwa MK memerintahkan PSU di 16 daerah, sementara pada 

gelombang sengketa berikutnya tahun 2024 jumlah tersebut meningkat 

menjadi 24 daerah. Fakta ini menunjukkan bahwa PSU bukanlah peristiwa 

insidental, melainkan pola korektif yang berulang dalam praktik demokrasi 

lokal.
8
  

Konteks inilah perintah PSU menjadi instrumen hukum yang memiliki 

makna lebih luas. PSU tidak hanya dipahami sebagai konsekuensi yuridis atas 

pelanggaran prosedural, tetapi juga sebagai bentuk koreksi terhadap proses 

demokrasi yang cacat secara substantif. Dengan kata lain, PSU 

mencerminkan upaya pemulihan kedaulatan rakyat yang terdistorsi.
9
 

Fenomena tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai 

fundamental reason di balik putusan MK yang memerintahkan PSU. Apakah 

pertimbangan MK semata-mata didasarkan pada legal reasoning yang 

positivistik, ataukah juga mengandung dimensi sosiologis dan keadilan 

demokrasi sebagai nilai substantif yang hendak dilindungi.
10

 Dari perspektif 

legal reasoning, putusan PSU dapat dipahami sebagai hasil penalaran hukum 

berbasis norma, bukti, dan prosedur. Hakim menilai apakah pelanggaran yang 

terbukti telah memenuhi ambang batas konstitusional untuk membatalkan 

hasil pemilu dan memerintahkan PSU.
11

 

Secara historis, karakteristik perkara PSU mengalami perkembangan 

yang signifikan. Pada periode 2014, sengketa Pilkada umumnya didominasi 
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oleh pelanggaran administratif dan persoalan teknis penyelenggaraan pemilu. 

MK pada fase ini masih cenderung berhati-hati dalam memerintahkan PSU 

dan lebih berorientasi pada kepastian hukum formal.
12

 Memasuki periode 

2019, karakter sengketa menjadi lebih kompleks. Persoalan tidak lagi terbatas 

pada prosedur, tetapi juga menyangkut netralitas penyelenggara, pelanggaran 

hak konstitusional pemilih, serta penggunaan aparatur negara dalam 

kontestasi politik. Pada fase ini, MK mulai lebih progresif dalam 

memerintahkan PSU sebagai bentuk koreksi demokrasi. Sementara itu, pada 

periode menuju 2024, kecenderungan aktivisme yudisial MK semakin 

menguat.
13

 PSU tidak hanya diperintahkan karena pelanggaran kuantitatif, 

tetapi juga karena kualitas pelanggaran yang dinilai merusak integritas pemilu 

secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan pergeseran paradigma dari electoral 

arithmetic menuju electoral integrity.
14

 

Kewenangan MK dalam mengadili PHPU merupakan mandat 

konstitusional yang bersifat final dan mengikat. Dalam konteks ini, MK tidak 

hanya berperan sebagai negative legislator, tetapi juga sebagai pengawal 

demokrasi konstitusional guardian of democratic constitution yang 

memastikan bahwa hasil pemilu lahir dari proses yang jujur dan adil.
15

 

Namun, menarik untuk dicermati bahwa dalam sejumlah perkara, MK tidak 

sekadar mengoreksi selisih suara secara matematis. MK justru menilai aspek 

kualitas proses pemilu, termasuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, 

sistematis, dan masif (TSM), serta pelanggaran administratif yang berdampak 

signifikan terhadap legitimasi hasil pemilihan.
16

 

Namun dalam praktiknya, argumentasi MK sering kali melampaui 

pendekatan legal formal. Mahkamah mempertimbangkan dampak sosial dan 

politik dari pelanggaran pemilu, termasuk hilangnya kepercayaan publik, 
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delegitimasi pemerintahan daerah, dan potensi konflik horizontal. Hal ini 

menunjukkan bahwa putusan PSU juga sarat dengan makna sosiologis.
17

 

Pendekatan tersebut menempatkan MK sebagai aktor penting dalam menjaga 

keadilan demokrasi, yakni kondisi di mana proses dan hasil pemilu tidak 

hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara sosial dan moral. Keadilan 

demokrasi menuntut adanya perlindungan terhadap hak pilih warga negara 

sebagai hak konstitusional yang fundamental.
18

 

Perubahan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (UUD RI 1945) membuat terciptanya desain baru dalam bentuk 

negara. Dalam sistem pemerintahan Indonesia yang diatur oleh UUD 1945, 

pemerintah, setiap lembaga negara, setiap lembaga masyarakat, warga negara 

di mana pun, serta penduduk yang tinggal di dalam wilayah Negara Republik 

Indonesia semuanya terikat oleh aturan tersebut. Pemisahan kekuasaan antara 

pemerintah, lembaga legislatif, dan pengadilan dilakukan dengan jelas agar 

tidak terjadi tumpang tindih. Selain itu, rasa aman dalam pemerintahan juga 

dipertahankan dengan membatasi masa jabatan residen serta menerapkan 

aturan hukum yang ketat dalam proses pemberhentian, sehingga terbentuk 

sistem pemerintahan yang seimbang dan terkontrol.
19

 Perubahan terhadap 

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebanyak 

empat kali, sebagaimana telah disebutkan mempertegas dua hal kerangka 

hukum dasar demokrasi, yaitu demokrasi prosedural berupa ditetapkannya 

prosedur dan mekanisme penentuan puncak jabatan politik eksekutif baik 

nasional maupun daerah melalui pemilu langsung oleh rakyat. Perubahan ini 

menempatkan warga negara sebagai subyek hukum yang memiliki makna dan 

nilai politik serta hukum sekaligus dalam penentuan jabatan-jabatan politik.
20
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 Evan Sugiarto et al., Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Keadilan Konstitusional Di Era 

Modern, Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum, Vol 8, No. 1 (2024), hlm. 473. 
19

 Bemby Navita dan Rosita Adelia Putri, “Kedudukan Dan Fungsi Lembaga Negara Dalam 

Sistem Pemerintahan Indonesia”,  Jurrish  Volume 4 Nomor 1 Januari (2025), hlm. 1-3. 
20

 Irpan Suriadiata, Perubahan UUD Dalam Negara Hukum Demokratis Di Indonesia, Journal of 

Indonesia Law & Policy Review, Vol. 6, No 1 October (2024), hlm. 104. 



6 
 

 

Elemen demokrasi lainnya yakni kekuasaan kehakiman yang tertuang 

dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melalui Pasal 24, 24A, 24B, 

24C, dan Pasal 25 bertujuan memperkuat kemerdekaan kekuasaan kehakiman 

agar tidak lagi tergantung pada pihak eksekutif seperti masa dulu, yang 

ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan 

oleh Mahkamah Agung (MA) beserta badan peradilan di bawahnya serta MK, 

sehingga menjamin kemandirian peradilan secara struktural dan fungsional 

serta kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya tanpa campur tangan 

pihak mana pun dan berdasarkan hukum yang berlaku.
21

  

Sementara itu, kemandirian personal diatur dalam aturan tentang syarat 

dan prosedur perekrutan hakim MA, MK, serta anggota KY. Namun, 

partisipasi DPR dalam proses perekrutan tetap menjadi celah karena bisa 

mengurangi kemandirian dan objektivitas hakim, sehingga secara nyata 

bertentangan dengan perubahan UUD 1945 yang menyatakan kekuasaan 

kehakiman sebagai lembaga independen dalam sistem pemerintahan 

berdasarkan hukum demokratis oleh karena itu, penting untuk memperkuat 

mekanisme pengawasan dan transparasi dalam proses perekrutan hakim agar 

kemandirian kekuasaan kehakiman dapat terjaga dengan baik.
22

  MK 

dibentuk pada Amandemen Ketiga UUD 1945 tahun 2001 dan mulai 

beroperasi pada 2003 melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 

sebagai lembaga penjaga kemurnian konstitusi. Kehadirannya memiliki 

kepentingan strategis untuk memperkuat mekanisme constitutional review 

agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara manapun.
23
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Kehadiran MK menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan 

prinsip checks and balances antar cabang kekuasaan negara serta menjaga 

tegaknya konstitusionalitas dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia.
24

 Kewenangan MK sebagaimana 

disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang MK 

adalah:
25

 

1. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945); 

2. Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan 

oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(UUD NRI 1945); 

3. Pembubaran partai politik; 

4. Perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU). 

MK memiliki kewajiban adalah memberikan putusan atas  pendapat DPR 

bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran 

hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak 

pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi 

syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud 

dalam UUD NRI 1945. 

Peran MK sangat penting dalam melindungi hak-hak konstitusional warga 

negara. Jika suatu undang-undang dianggap merugikan hak warga negara, 

maka MK dapat menguji dan membatalkannya.
26

 Dengan demikian, MK 

berfungsi sebagai pelindung hak-hak rakyat dari potensi kebijakan yang tidak 

adil hubungan dengan demokrasi melalui keputusannya, MK sering kali 

berperan dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi. Salah satu contohnya 

adalah ketika MK memutus PHPU untuk memastikan proses demokrasi 

                                                           
24
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berlangsung jujur, adil, dan transparan.
27

 Dalam putusan-putusan MK, 

pemungutan suara ulang berfungsi sebagai mekanisme penting untuk menjaga 

integritas demokrasi dan menjamin hak konstitusional warga negara.  MK 

memerintahkan PSU sebagai solusi hukum untuk memulihkan keadilan dan 

kepastian hukum dalam proses pemilu yang bermasalah.
28

  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa putusan MK dalam 

perkara PHPU, khususnya yang memerintahkan PSU, tidak semata-mata 

didasarkan pada pertimbangan selisih angka perolehan suara, tetapi juga 

bertumpu pada penilaian terhadap integritas proses pemilihan secara 

keseluruhan. MK tidak hanya berperan sebagai penghitung ulang suara, 

melainkan sebagai penjaga konstitusionalitas demokrasi yang memastikan 

bahwa setiap hasil pemilihan lahir dari proses yang jujur, adil, dan 

berintegritas. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai 

fundamental reason atau alasan mendasar yang melatarbelakangi putusan MK 

dalam memerintahkan PSU, apakah didominasi oleh pendekatan legal 

reasoning yang normatif, ataukah juga mencerminkan pertimbangan keadilan 

demokrasi yang bersifat substantif. Penelitian ini berupaya mengkaji 

“Fundamental Reason Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang memerintahkan Pemungutan 

Suara Ulang di Indonesia”, dengan membandingkan karakteristik perkara 

PSU pada periode 2014, 2019, dan 2024. Fokus utama diarahkan pada makna 

legal reasoning, dimensi sosiologis, serta orientasi keadilan demokrasi dalam 

putusan MK. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum pemilu di Indonesia, sekaligus 

menawarkan pemahaman konseptual mengenai peran MK sebagai pengawal 

demokrasi konstitusional dalam konteks sengketa hasil pemilu. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian adalah bagaimana fundamental reason putusan Mahkamah 

Konstitusi perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang 

memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Indonesia? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui fundamental reason putusan Mahkamah Konstitusi perkara 

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang memerintahkan 

pemungutan suara ulang di Indonesia pada tahun 2014, 2019 dan 2024. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Peneliti melihat beberapa putusan PHPU yang dikeluarkan oleh MK atau 

pertimbangan hukum para hakim di MK. Peneliti menemukan adanya 

kesenjangan dalam penerapan nilai-nilai demokrasi oleh hakim-hakim MK. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara dan kajian 

hukum konstitusional di Indonesia. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat 

memperkaya pemahaman mengenai fundamental reason di balik putusan MK 

dalam memerintahkan PSU pada perkara PHPU. 

b. Kegunaan  penulisan skripsi ini secara teoritis adalah untuk mengembangkan 

ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang Hukum Tata Negara. Selain itu, 

hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan teori 

keadilan elektoral dan demokrasi konstitusional yang menekankan pentingnya 

legitimasi hasil pemilu melalui proses hukum yang adil, transparan, dan 

akuntabel. 
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1.4.2. Manfaat Praktis 

a. Untuk memperluas pengetahuan mengenai Fundamental Reason Putusan 

Mahkamah Konstitusi Dalam PHPU Tentang PSU Di Indonesia serta sebagai 

bahan acuan serta sumber informasi bagi para pembaca yang membutuhkan. 

Diharapkan menjadi sumbangan informasi dan bahan evaluasi yang serupa 

sifatnya praktis terhadap permasalahan yang diangkat oleh peneliti dan dapat 

memberikan suatu pemikiran ataupun informasi. 



 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Fundamental Reason perbandingan Global dan Indonesia dalam  

Putusan Sengketa 

Dalam konteks penyelesaian sengketa pilkada, pembahasan mengenai 

fundamental reason putusan menjadi sangat penting untuk memahami arah dan 

karakter pertimbangan hakim dalam menilai keabsahan hasil pemilihan. Secara 

global, praktik peradilan pemilu menunjukkan adanya variasi pendekatan dalam 

menentukan apakah suatu pelanggaran dapat membatalkan hasil pemilihan, mulai 

dari pendekatan yang restriktif hingga yang progresif. Oleh karena itu, analisis 

perbandingan antara praktik internasional dan Indonesia menjadi relevan untuk 

melihat posisi MK dalam mengembangkan standar keadilan pemilu.
29

 Dalam 

konteks Indonesia, khususnya dalam sengketa pilkada, MK tidak hanya menilai 

aspek kuantitatif berupa selisih suara, tetapi juga mempertimbangkan kualitas 

proses pemilihan yang berkaitan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, 

jujur, dan adil. Dengan demikian, pembahasan fundamental reason dalam putusan 

sengketa pilkada tidak hanya mencerminkan pertimbangan hukum semata, tetapi 

juga menunjukkan bagaimana MK menempatkan diri sebagai penjaga integritas 

demokrasi dalam perspektif global dan nasional.
30

 

2.1.1 Pengertian Fundamental Reason 

 Istilah fundamental reason pada dasarnya bukan konsep yang memiliki satu 

pencetus tunggal secara eksplisit dalam ilmu hukum, melainkan berkembang dari 

tradisi legal reasoning yang kita ketahui secara umum ialah penalaran hukum 

                                                           
29

 Moh. Imam Gusthomi et al., Perbandingan Model Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia 

dengan Austria, Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol 4, No. 2 (2025), hlm. 640. 
30
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Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol 10, No. 3 (2013), hlm. 375. 
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dalam teori putusan hakim. Konsep ini lahir secara evolutif melalui interaksi 

berbagai aliran filsafat hukum yang berupaya menjelaskan dasar rasional di balik 

suatu putusan. Dalam konteks ini, fundamental reason menjadi refleksi dari 

kebutuhan untuk menjadikan putusan tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga 

dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan sosial. Oleh karena itu, konsep ini 

tidak dapat dilepaskan dari perkembangan pemikiran hukum dari masa klasik 

hingga modern.
31

 Secara konseptual, gagasan yang melandasi fundamental reason 

dapat ditelusuri dari beberapa tokoh penting dalam filsafat dan teori hukum yang 

memberikan fondasi berbeda namun saling melengkapi.  

 Salah satu tokoh awal yang berpengaruh adalah Aristoteles, yang 

memperkenalkan konsep keadilan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan 

hukum, dia menekankan gagasan equity atau keadilan korektif, yaitu bahwa 

hukum tidak cukup diterapkan secara kaku, tetapi harus disesuaikan dengan 

keadilan dalam kasus konkret. Pemikiran ini menjadi dasar bagi berkembangnya 

pendekatan substantif dalam penalaran hukum.
32

 Selanjutnya, dalam 

perkembangan modern, pemikiran tentang alasan dasar putusan hakim banyak 

dipengaruhi oleh Hans Kelsen melalui teori Pure Theory of Law. Kelsen 

menekankan bahwa putusan harus didasarkan pada norma hukum yang berlaku 

secara hierarkis, sehingga membentuk struktur rasional dalam sistem hukum. Dari 

sini berkembang dimensi legal reasoning sebagai dasar formal dalam 

pertimbangan hakim.
33

  

 Kemudian, konsep yang lebih mendekati fundamental reason dalam arti 

luas juga dipengaruhi oleh Roscoe Pound dengan teori sociological jurisprudence. 

Pound menekankan bahwa hukum harus mempertimbangkan dampak sosial dan 

kepentingan masyarakat, sehingga alasan putusan tidak hanya bersifat normatif 

tetapi juga sosiologis.
34

 Selain itu, Ronald Dworkin memberikan kontribusi 

                                                           
31
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penting melalui gagasan bahwa hakim harus memutus perkara berdasarkan prinsip 

(principles) dan bukan sekadar aturan (rules). Pendekatan ini menempatkan 

integritas hukum dan keadilan substantif sebagai inti dari putusan. Dengan 

demikian, putusan hakim harus mencerminkan konsistensi moral dalam sistem 

hukum.
35

 Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa fundamental reason bukanlah 

konsep yang diciptakan oleh satu tokoh, melainkan hasil perkembangan pemikiran 

dari berbagai aliran teori hukum.  

 Perkembangan ini mencakup filsafat klasik, positivisme hukum, hingga 

pendekatan sosiologis dan interpretatif yang saling melengkapi. Dalam 

praktiknya, konsep ini digunakan untuk menjelaskan dasar mendalam dari 

pertimbangan hakim dalam suatu putusan. Hal ini menjadi sangat relevan dalam 

konteks sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi, di mana hakim tidak hanya 

menilai norma, tetapi juga keadilan dan legitimasi demokrasi. Dengan demikian, 

fundamental reason merupakan sintesis dari berbagai pendekatan hukum yang 

bertujuan memastikan bahwa putusan tidak hanya benar secara hukum, tetapi juga 

adil secara substantif dan dapat diterima oleh masyarakat.
36

 

 Dalam hal ini dapat di mengerti fundamental reason adalah alasan mendasar 

atau inti pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan suatu 

putusan, yang mencerminkan dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis dari 

keputusan tersebut. Konsep ini menjadi penting karena setiap putusan pengadilan 

tidak hanya harus sah secara hukum, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan 

secara rasional dan moral. Dalam konteks hukum, fundamental reason tidak 

hanya merujuk pada penerapan norma secara tekstual, tetapi juga mencakup 

penilaian terhadap nilai keadilan, tujuan hukum, serta dampak putusan terhadap 

masyarakat.
37

 Oleh karena itu, hakim tidak hanya bertindak sebagai corong 

undang-undang, tetapi juga sebagai penafsir nilai-nilai hukum yang hidup dalam 

masyarakat. Fundamental reason juga mencerminkan kualitas argumentasi hukum 

yang dibangun dalam putusan, sehingga dapat diuji secara akademik maupun 
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praktis. Dalam praktik peradilan modern, keberadaan fundamental reason menjadi 

indikator penting dalam menilai legitimasi dan kualitas suatu putusan. 

 Dalam perkara sengketa pilkada, fundamental reason dapat dipahami 

sebagai dasar utama MK dalam menilai apakah suatu hasil pemilihan masih 

memiliki legitimasi demokratis atau harus dikoreksi melalui mekanisme hukum 

seperti diskualifikasi atau PSU. Dalam konteks ini, MK tidak hanya berperan 

sebagai pengadil sengketa angka, tetapi juga sebagai penjaga integritas 

demokrasi.
38

 Alasan ini biasanya dibangun dari beberapa unsur, yaitu kesesuaian 

dengan konstitusi dan undang-undang (legal reasoning), perlindungan terhadap 

prinsip demokrasi seperti jujur dan adil (democratic values), serta pertimbangan 

terhadap fakta sosial dan dampak pelanggaran terhadap kemurnian suara rakyat 

(sociological reasoning). Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan membentuk 

satu kesatuan dalam pertimbangan hakim. MK akan menilai apakah pelanggaran 

yang terjadi bersifat signifikan dan memiliki pengaruh terhadap hasil pemilihan. 

Selain itu, MK juga mempertimbangkan apakah pelanggaran tersebut merusak 

prinsip LUBER dan JURDIL.
39

  

 Dalam praktiknya, MK sering kali tidak hanya melihat selisih suara, tetapi 

juga kualitas proses pemilihan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang 

digunakan bersifat substantif, bukan semata-mata prosedural, fundamental reason 

dalam perkara pilkada juga mencerminkan upaya MK dalam menjaga kedaulatan 

rakyat. Oleh karena itu, setiap putusan yang memerintahkan PSU pada dasarnya 

merupakan bentuk koreksi terhadap proses demokrasi yang cacat.
40

 MK juga 

mempertimbangkan dampak sosial dan politik dari putusan yang diambil. Dengan 

demikian, putusan tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga berdimensi 

sosiologis. Pendekatan ini menunjukkan bahwa MK berusaha menjaga 

keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Oleh sebab itu, fundamental 

reason dalam perkara pilkada menjadi sangat kompleks dan multidimensional. 
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Dengan demikian, MK menjalankan fungsi sebagai guardian of constitution 

sekaligus guardian of democracy dalam konteks pilkada.
41

 

2.1.2 Fundamental Reason dalam Putusan Sengketa Pemilu di beberapa 

negara 

Fundamental reason dalam putusan sengketa pemilu pada dasarnya 

merupakan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang digunakan oleh 

pengadilan untuk menilai apakah suatu hasil pemilihan masih memiliki legitimasi 

demokratis atau harus dikoreksi melalui mekanisme hukum. Dalam praktik 

global, lembaga seperti Federal Constitutional Court of Germany di Jerman, 

Supreme Court of India di India, serta Supreme Court of Kenya di Kenya 

menunjukkan bahwa Fundamental Reason dalam putusan tidak lagi semata-mata 

bertumpu pada legal reasoning yang formalistik, tetapi telah berkembang ke arah 

perlindungan keadilan pemilu electoral justice dan integritas demokrasi.
42

 Dalam 

perspektif teori hukum, fundamental reason juga mencerminkan pergeseran dari 

pendekatan positivistik menuju pendekatan yang lebih responsif terhadap nilai-

nilai keadilan substantif. Di Jerman, fundamental reason dibangun di atas prinsip 

kesetaraan suara equal vote dan kepastian hukum, sehingga pelanggaran hanya 

dianggap relevan apabila terbukti secara ketat mempengaruhi hasil pemilu.
43

 Hal 

ini menunjukkan bahwa MK di Jerman menjaga keseimbangan antara 

perlindungan hak pilih dan stabilitas sistem politik. Artinya, MK di Jerman 

cenderung menggunakan pendekatan demokrasi substantif yang restriktif, di mana 

intervensi dilakukan secara terbatas untuk menjaga kepastian hukum.  

Sementara itu di India, fundamental reason berakar pada doktrin substantial 

effect, yaitu bahwa pelanggaran hanya dapat membatalkan hasil jika terbukti 

memiliki dampak nyata terhadap hasil pemilu. Pendekatan ini menekankan 

hubungan kausal antara pelanggaran dan perubahan hasil sebagai dasar legitimasi 

intervensi pengadilan. Dengan demikian, MK di India menempatkan pembuktian 

sebagai elemen sentral dalam menilai sengketa pemilu. Berbeda dengan kedua 
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negara tersebut, Kenya justru mengembangkan pendekatan yang lebih progresif 

dengan menempatkan kredibilitas proses sebagai inti dari legitimasi pemilu.
44

 

Dalam putusan pentingnya, MK Kenya menegaskan bahwa pemilu harus tidak 

hanya lawful diartikan sah secara hukum tetapi juga credible atau dapat dipercaya 

dan verifiable atau dapat diverifikasi. Pendekatan ini membuka ruang bagi 

pembatalan hasil tanpa harus membuktikan perubahan suara secara matematis. 

Hal ini menunjukkan bahwa kualitas proses menjadi faktor utama dalam menilai 

legitimasi demokrasi. Pendekatan ini sekaligus menegaskan bahwa pelanggaran 

prosedural tertentu dapat berdampak substantif terhadap keadilan pemilu.
45

 

Dengan demikian, secara komparatif terlihat bahwa terdapat spektrum pendekatan 

mulai dari restriktif hingga progresif dalam menentukan alasan mendasar putusan. 

Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh sistem hukum, budaya demokrasi, serta 

tingkat kepercayaan terhadap lembaga pemilu di masing-masing negara. Namun, 

terdapat benang merah yang sama yaitu perlindungan terhadap kemurnian suara 

rakyat. Oleh karena itu, fundamental reason dalam konteks global tidak dapat 

dilepaskan dari prinsip keadilan demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa 

pengadilan pemilu berperan sebagai penjaga legitimasi demokrasi, bukan sekadar 

penghitung suara. Dengan demikian, perkembangan ini memperlihatkan 

pergeseran paradigma dari demokrasi prosedural menuju demokrasi substantif.
46

 

MK di benua Afrika, seperti di Madagaskar dan Mesir, memiliki peran 

penting dalam menjaga supremasi hukum dan hak asasi manusia di tengah 

dinamika politik yang kompleks. Di Madagaskar, Haute Cour Constitutionnelle 

didirikan pada tahun 1992 setelah protes besar-besaran yang mendorong 

perubahan konstitusional. MK ini bertanggung jawab menyelesaikan sengketa 

pemilu, mengatur konflik antar lembaga negara, dan membatalkan undang-undang 

yang melanggar hak asasi manusia. Meskipun berperan penting dalam menjaga 

tatanan konstitusional, MK menghadapi tantangan berupa tekanan politik dan 
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keterbatasan sumber daya, yang memengaruhi efektivitasnya sebagai lembaga 

independent.
47

 

Sedangkan MK di Asia, seperti di Thailand dan Taiwan, memiliki peran 

penting dalam menjaga konstitusi, melindungi hak asasi manusia, dan 

menyeimbangkan kekuasaan. Di Thailand, MK dibentuk melalui reformasi 

Konstitusi 1997 pasca-krisis ekonomi, lembaga ini berfungsi sebagai alat checks 

and balances, dengan kewenangan membubarkan partai politik dan 

memberhentikan pejabat yang melanggar konstitusi. Meski diharapkan 

mendukung demokrasi, MK sering menghadapi tekanan politik, terutama setelah 

kudeta militer 2006 dan krisis politik 2014. Konstitusi 2017 memperkuat peran 

MK, meski independensinya sering diragukan.
48

 

2.1.3 Fundamental Reason pada Mahkamah Konstitusi 

Dalam konteks Indonesia, fundamental reason dalam putusan MK RI 

menunjukkan karakter yang lebih progresif dibandingkan banyak negara lain, 

khususnya dalam perkara PHPU yang berujung pada PSU. MK tidak hanya 

menilai selisih angka suara, tetapi juga menilai apakah proses pemilihan 

berlangsung sesuai dengan prinsip LUBER dan JURDIL sebagaimana dijamin 

dalam konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan tidak 

lagi murni prosedural, melainkan substantif dan berorientasi pada keadilan 

demokrasi.
49

 Fundamental reason dalam putusan-putusan MK sering kali 

bertumpu pada tiga hal utama, yaitu pelanggaran syarat pencalonan, pelanggaran 

proses pemilihan, dan dampak pelanggaran terhadap legitimasi hasil. Dalam 

banyak kasus, MK progresif masuk ke ranah keabsahan calon sebagai bagian dari 

pengujian konstitusionalitas hasil pemilihan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa 

MK tidak membatasi diri hanya pada aspek kuantitatif, tetapi juga aspek kualitatif  
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dari demokrasi. Selain itu, MK juga menggunakan PSU sebagai instrumen 

korektif untuk memulihkan kemurnian suara rakyat.
50

  

PSU dalam konteks ini bukan sekadar pengulangan prosedur, tetapi 

merupakan mekanisme pemulihan legitimasi demokrasi. Pendekatan ini 

menunjukkan bahwa MK tidak hanya berfungsi sebagai negative legislator, tetapi 

juga sebagai guardian of democracy jika dibandingkan dengan Jerman yang 

restriktif, Indonesia lebih fleksibel dalam menilai pelanggaran yang berdampak 

pada hasil.
51

 Jika dibandingkan dengan India, Indonesia tidak selalu mensyaratkan 

pembuktian dampak matematis secara ketat, tetapi juga mempertimbangkan 

kualitas proses. Sementara jika dibandingkan dengan Kenya, Indonesia memiliki 

kesamaan dalam menilai kualitas proses, tetapi lebih sering menggunakan 

mekanisme koreksi parsial seperti PSU dibanding pembatalan total. Dengan 

demikian, fundamental reason di Indonesia dapat dikategorikan sebagai 

demokrasi substantif-korektif. Artinya, MK tidak hanya menilai apakah 

pelanggaran terjadi, tetapi juga bagaimana memulihkan legitimasi demokrasi 

melalui intervensi yang proporsional pendekatan ini memperlihatkan bahwa 

keadilan pemilu ditempatkan di atas kepastian administratif semata. Oleh karena 

itu, putusan MK tidak hanya berdimensi legal reasoning, tetapi juga berdimensi 

sosiologis dan filosofis. Hal ini menunjukkan bahwa MK berupaya menjaga 

keseimbangan antara hukum, keadilan, dan legitimasi demokrasi.
52

 Dengan 

demikian, Indonesia berada pada posisi yang relatif progresif dalam praktik global 

dan memberikan kontribusi penting dalam pengembangan konsep demokrasi 

substantif dalam hukum pemilu.  

2.2 Mahkamah Konstitusi di Indonesia  

 Mahkamah Konstitusi (MK) adalah bagian dari kekuasaan peradilan di 

Indonesia yang dibentuk sebagai hasil dari amandemen Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan MK diatur dalam Pasal 24 

ayat (2) dan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, menempatkannya sejajar dengan 

MA sebagai pelaksana kekuasaan peradilan. Tujuan pembentukan MK adalah 
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untuk memastikan bahwa konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam sistem 

pemerintahan Indonesia dipatuhi, serta untuk menjamin bahwa semua tindakan 

pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi.
53

 

 Oleh sebab itu, MK kerap disebut sebagai the guardian of the constitution 

atau penjaga konstitusi. Selain itu, MK juga dikenal sebagai the sole interpreter of 

the constitution karena memiliki kewenangan untuk memberikan penafsiran 

terhadap norma-norma konstitusi dalam berbagai perkara yang menjadi 

kewenangannya. Menurut Jimly Asshiddiqie, MK dibentuk sebagai instrumen 

untuk mewujudkan prinsip constitutional supremacy dan constitutional 

democracy dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kehadiran MK juga 

merupakan bagian dari mekanisme checks and balances antarlembaga negara 

setelah reformasi konstitusi. Dalam menjalankan fungsinya, MK berperan sebagai 

pengawal demokrasi, pelindung hak konstitusional warga negara, dan penjaga 

tegaknya negara hukum.
54

 

 Pembentukan MK muncul seiring dengan perubahan sistem ketatanegaraan 

Indonesia pasca Reformasi 1998. Sebelum amandemen UUD 1945, Indonesia 

belum memiliki lembaga peradilan konstitusi yang secara khusus berwenang 

menguji undang-undang terhadap konstitusi. Pengujian terhadap peraturan 

perundang-undangan pada saat itu hanya dilakukan oleh MA terhadap peraturan 

yang berada di bawah undang-undang.
55

 Dalam perkembangan demokrasi 

modern, muncul kebutuhan akan suatu lembaga yang mampu menjaga supremasi 

konstitusi dan mengawasi pelaksanaan kekuasaan negara agar tidak bertentangan 

dengan UUD 1945. Kebutuhan tersebut kemudian diwujudkan melalui Perubahan 

Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001 yang memasukkan ketentuan mengenai MK 

dalam Pasal 24C.
56

 

 Selanjutnya, MK secara resmi dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2003 tentang MK. Pada tanggal 16 Agustus 2003, sembilan hakim 

konstitusi pertama dilantik sehingga MK mulai menjalankan kewenangannya 
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secara penuh. Pembentukan MK menandai lahirnya sistem pengawasan 

konstitusional yang lebih kuat dalam ketatanegaraan Indonesia. Sejak berdiri, MK 

telah memainkan peran penting dalam berbagai persoalan konstitusional, termasuk 

pengujian undang-undang, sengketa hasil pemilu, dan perlindungan hak 

konstitusional warga negara. Oleh karena itu, keberadaan MK merupakan salah 

satu hasil terpenting dari reformasi konstitusi di Indonesia.
57

 

 Negara Indonesia, dapat dikatakan merupakan negara ke-78 yang tercatat 

mengadopsikan gagasan pembentukan MK. Gagasan pembentukan MK tidak lain 

merupakan dorongan dalam penyelenggaraan kekuasaan dan ketatanegaraan yang 

lebih baik. Paling tidak ada empat hal yang melatarbelakangi dan menjadi pijakan 

dalam pembentukan MK yaitu, pertama, sebagai implikasi dari paham 

konstitusionalisme, kedua, mekanisme check and balances, ketiga, 

penyelenggaraan negara yang bersih, dan keempat, perlindungan terhadap hak 

asasi manusia.
58

 Jika dilihat kedudukannya dalam struktur ketatanegaraan 

Republik Indonesia yang menempatkan MK sejajar di samping dan terpisah 

dengan MA, maka model pengorganisasiannya mencontoh model MK Jerman dan 

Perancis. Kehadiran MK setelah perubahan UUD 1945 begitu penting untuk 

mewujudkan checks and balances terhadap produk UU yang dibuat oleh DPR dan 

Pemerintah. Paling tidak, MK bisa mengekang supremasi parlemen (legislative 

heavy) yang diberikan oleh UUD 1945.
59

 

2.3 Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil 

Pemilihan Umum Daerah  (PHPU.D)   

Kewenangan MK dalam menyelesaikan PHPU.D merupakan kewenangan 

yang berkembang melalui dinamika hukum ketatanegaraan Indonesia. Pada 

awalnya, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, MK hanya 

diberikan kewenangan untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum. 

Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang 

Penyelenggara Pemilu yang memasukkan pemilihan kepala daerah ke dalam 
                                                           
57

 Jimly Asshiddiqie, Op.Cit., hlm. 203-208. 
58

 A. Fickar Hadjar dkk, Pokok-pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah 

Konstitusi, Cetakan I. Jakarta; KRHN dan Kemitraan, (2003), hlm. 3. 
59

 Qodar, R., Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Kewenangan 

Lembaga Negara: Studi Komparatif dengan Mahkamah Konstitusi Jerman. Jurnal Legalitas, 

Volume 2, Issue 1, Januari (2024), hlm. 40. 



21 
 

 

rezim pemilu, kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah 

yang sebelumnya berada pada MA dialihkan kepada MK. Pengalihan tersebut 

kemudian ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang 

mengubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Sejak saat itu, MK menjadi lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili, dan 

memutus perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
60

  

Kewenangan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya menjaga 

prinsip demokrasi konstitusional dan menjamin bahwa hasil pemilihan kepala 

daerah benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Dalam praktiknya, MK tidak 

hanya menilai selisih perolehan suara, tetapi juga mempertimbangkan 

pelanggaran yang memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil pemilihan. Oleh 

karena itu, kewenangan MK dalam PHPU.D berkembang menjadi instrumen 

penting untuk menjaga integritas pemilihan kepala daerah. Hal ini menunjukkan 

bahwa fungsi MK tidak semata-mata sebagai penghitung ulang suara, melainkan 

juga sebagai penjaga kualitas demokrasi lokal. Dengan demikian, kewenangan 

tersebut memiliki dimensi konstitusional yang sangat erat dengan perlindungan 

hak pilih warga negara dan prinsip pemilu yang demokratis.
61

 

Perkembangan signifikan terkait dengan hak MK dalam PHPU.D terjadi 

melalui Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013. Dalam keputusan tersebut, MK 

menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah tidak masuk dalam kategori 

pemilihan umum seperti yang diatur dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945. 

Oleh sebab itu, dari sudut pandang konstitusi, wewenang untuk menyelesaikan 

sengketa hasil pemilihan kepala daerah sebenarnya bukan merupakan 

kewenangan yang secara langsung diberikan oleh UUD 1945 kepada MK. 

Meskipun begitu, MK tetap menjalankan tugas tersebut selama belum ada 

lembaga peradilan khusus yang ditetapkan sesuai dengan yang diatur dalam 

undang-undang. Alasan di balik ini adalah untuk mencegah terjadinya 

kekosongan hukum dalam penyelesaian sengketa terkait hasil pemilihan kepala 

daerah. Dengan demikian, MK masih dianggap sebagai badan yang memiliki 

                                                           
60

 Janedjri M. Gaffar, Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hlm. 

142. 
61

 Janedjri M. Gaffar, Penegakan Hukum Pemilu: Mengawal Demokrasi Indonesia, (Jakarta: 

Konstitusi Press, 2013), hlm. 164. 



22 
 

 

wewenang untuk menangani PHPU.D hingga terbentuknya pengadilan khusus 

pemilihan. Pandangan ini selanjutnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2016 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
62

 

Dengan demikian, dasar tugas MK dalam PHPU.D saat ini tidak hanya 

berasal dari praktik pemerintahan, tetapi juga mendapatkan legitimasi melalui 

peraturan perundang-undangan. Situasi ini menggambarkan adanya keterkaitan 

yang kuat antara kemajuan hukum konstitusi dan kebutuhan praktis dalam 

penyelenggaraan demokrasi daerah. Maka dari itu, kewenangan MK dalam 

PHPU.D bisa diartikan sebagai kewenangan sementara yang masih memiliki 

kekuatan hukum yang mengikat. Secara substantif, objek sengketa dalam 

PHPU.D adalah perselisihan terhadap penetapan hasil perolehan suara yang 

diumumkan oleh KPU. MK pada prinsipnya memeriksa apakah terdapat 

kesalahan dalam penetapan hasil suara yang dapat memengaruhi penentuan 

pasangan calon terpilih. Akan tetapi, dalam perkembangan praktik peradilan 

konstitusi, MK tidak lagi membatasi diri hanya pada persoalan angka perolehan 

suara.
63

 

Melalui sejumlah putusan penting, MK mengembangkan cara yang 

memperhatikan kualitas pelaksanaan pemilihan serta pengaruh pelanggaran 

terhadap hasil pemilihan. Metode ini dikenal dengan sebutan doktrin pelanggaran 

yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Dalam situasi tertentu, 

MK bisa menilai bahwa suatu pelanggaran administrasi, penyalahgunaan 

kekuasaan, politik uang, atau pelanggaran prosedur memiliki pengaruh langsung 

terhadap hasil pemilihan, sehingga harus dipertimbangkan dalam proses 

penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, cakupan wewenang MK dalam PHPU.D 

berkembang dari sekadar memeriksa perbedaan suara menjadi menilai integritas 

keseluruhan proses pemilihan. Perkembangan ini menunjukkan kecenderungan 

MK yang lebih mengedepankan keadilan substantif dibandingkan hanya keadilan 

prosedural. Dengan begitu, wewenang MK dalam PHPU.D berfungsi untuk 
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memastikan bahwa hasil pemilihan tidak hanya valid secara administratif, tetapi 

juga sah secara demokratis.
64

 

Dalam melaksanakan kewenangannya, MK memiliki berbagai bentuk amar 

putusan yang dapat dijatuhkan dalam perkara PHPU.D. MK dapat menolak 

permohonan apabila dalil pemohon tidak terbukti, menyatakan permohonan tidak 

dapat diterima apabila syarat formal tidak terpenuhi, atau mengabulkan 

permohonan apabila ditemukan pelanggaran yang memengaruhi hasil pemilihan. 

Dalam hal permohonan dikabulkan, MK dapat menetapkan perolehan suara yang 

benar menurut hukum berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan selama 

persidangan. Selain itu, MK juga dapat memerintahkan penghitungan suara ulang 

apabila ditemukan kesalahan dalam proses penghitungan atau rekapitulasi 

suara.
65

 

Dalam situasi tertentu, MK dapat menginstruksikan untuk melakukan 

rekapitulasi suara ulang di tingkatan tertentu jika terdapat kesalahan prosedural 

yang berarti. Bahkan, jika pelanggaran yang terjadi dinilai berdampak besar pada 

hasil pemilihan, MK dapat mengarahkan untuk diadakannya pemungutan suara 

ulang di sebagian atau di seluruh kawasan tertentu. Kewenangan untuk 

menginstruksikan PSU mengindikasikan bahwa MK tidak hanya berperan 

sebagai lembaga peradilan, tetapi juga sebagai alat untuk mengembalikan hak-

hak konstitusional para pemilih. Dalam kajian mengenai alasan mendasar di balik 

keputusan PSU, kewenangan ini menjadi titik perhatian utama karena berkaitan 

erat dengan pertimbangan para hakim dalam menjaga prinsip pemilihan yang adil 

dan transparan. Oleh karenanya, keputusan yang mengarahkan dilakukannya PSU 

adalah perwujudan paling nyata dari kewenangan MK untuk menjaga keutuhan 

hasil pilkada.
66

 

Pemilu berbeda dengan yang namanya pilkada, pilkada sendiri itu meliputi 

pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana bunyi ketentuan dalam 

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Perbedaan antara pemilu dan pilkada juga dikatakan 

oleh MK pada Putusan No. 97/PUU-XI/2013, MK memandang bahwasannya 
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pilkada bukanlah termasuk ke dalam rezim pemilu sehingga penambahan 

kewenangan MK untuk memutus perselisihan tentang hasil pilkada dengan 

memperluas makna Pasal 22E UUD 1945 adalah Inkonstitusional. Hal ini lah 

yang menjadi persoalan, mengenai apakah perlu diatur secara khusus mengenai 

kewenangan MK dalam mengadili perselisihan hasil pilkada dalam UUD 1945. 

Sebab setelah adanya Putusan No. 97/PUU-XI/2013 tersebut, MK tetap 

berwenang untuk memutus perselisihan tentang hasil pilkada hingga dibentuknya 

yang namanya Badan Peradilan Khusus dan kewenangan ini hanya didasarkan 

pada UU, sementara kewenangan MK haruslah diatur di dalam UUD 1945. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa penambahan atau pengurangan kewenangan 

lembaga negara haruslah ditentukan secara tegas dalam UUD 1945 melalui yang 

namanya amandemen.
67

  

Akan tetapi dalam putusan MK terbaru Nomor 85/PUU-XX/2022, MK 

merubah pandangannya dan tidak lagi membedakan antara rezim pemilu dan 

rezim pilkada, sehingga dalam putusannya MK berwenang untuk memutus 

perselisihan hasil tentang pilkada secara permanen. Namun untuk mengantisipasi 

ke depan jika dimungkinkan lagi ada permohonan mengenai berwenang atau 

tidaknya MK dalam memutus perselisihan hasil Pilkada, saran penulis haruslah 

diatur sendiri dalam UUD 1945 dengan cara melakukan penambahan 

kewenangan MK melalui proses amandemen terhadap UUD 1945 dengan catatan 

selama Hakim MK menilai dua rezim antara pemilu dan pilkada adalah dua hal 

yang berbeda. Tercatat hingga saat ini permohonan mengenai perselisihan hasil 

pemilu adalah 676 dengan persentase 20%, sedangkan mengenai perselisihan 

hasil pilkada berjumlah 1136 dengan persentase 33%.
68

   

Disamping memiliki empat kewenangan, MK memiliki satu kewajiban 

yakni memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil 

Presiden mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden 

menurut UUD 1945. Pendapat DPR mengenai dugaan Presiden dan Wakil 

Presiden yang telah melakukan pelanggaran hukum menurut UUD 1945 tersebut 
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ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil 

Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan 

Perwakilan Rakyat.
69

 

MK merupakan pengadilan untuk menjawab dua pertanyaan paling 

mendasar yakni tentang fakta dan hukum yaitu apakah benar secara hukum dan 

konstitusi Presiden telah melakukan tindakan yang menjadi alasan usulan 

pemakzulan oleh DPR menurut UUD, dan apakah proses pengambilan keputusan 

di DPR telah sesuai dengan hukum dan konstitusi. Sebetulnya di dalam UUD 

1945 dan UU MK tidak mengatur secara rinci mengenai proses pemeriksaan atas 

pendapat DPR di MK. UU MK hanya mengatur mengenai mekanisme pengajuan 

permohonan yaitu diajukan oleh DPR selaku pemohon.
70

 Usulan mengenai 

pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia berpijak pada paham 

negara demokrasi dan paham negara hukum.
71

  

MK selain bertindak sebagai pengawal konstitusi juga adalah sebagai 

pengawal demokrasi. Kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilu yang 

dimandatkan oleh konstitusi mencerminkan bahwa MK adalah pengawal 

demokrasi. Dalam setiap melakukan tugasnya untuk menyelesaikan sengketa 

pemilu mekanisme yang digunakan didasarkan atas peraturan MK No. 

15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara dalam PHPU. Dalam menjalankan 

kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilu, MK menerapkan mekanisme 

peradilan cepat atau speedy trial, sesuai yang tercantum dalam Peraturan MK No. 

15 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa “Peradilan perselisihan hasil 

Pemilukada bersifat cepat dan sederhana, sebagai peradilan tingkat pertama dan 

terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat”.
72
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2.4 Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi  

Putusan MK adalah sebuah pernyataan formal yang disampaikan oleh hakim 

konstitusi dalam rapat pleno yang dapat diakses publik sebagai hasil dari proses 

pemeriksaan, pembuktian, dan evaluasi terhadap perkara yang sesuai dengan 

kewenangannya berdasarkan konstitusi dan peraturan yang berlaku. Keputusan ini 

adalah hasil dari proses peradilan yang memiliki posisi yang sangat krusial dalam 

sistem pemerintahan Indonesia karena berfungsi sebagai alat untuk menegakkan 

kedaulatan konstitusi.
73

 Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dari UUD NRI Tahun 

1945, MK memiliki wewenang untuk melakukan pengujian undang-undang 

terhadap UUD 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, 

memutuskan pembubaran partai politik, serta menyelesaikan perselisihan 

mengenai hasil pemilihan umum. Selanjutnya, Pasal 10 dari Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang telah mengalami perubahan terakhir 

melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 menekankan bahwa keputusan 

yang diambil oleh MK bersifat final dan mengikat (final and binding).
74

 

Sifat final menunjukkan bahwa keputusan itu segera memiliki kekuatan 

hukum tetap sejak diumumkan dan tidak ada langkah hukum lain yang bisa 

diambil, seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Sementara itu, sifat 

mengikat berarti bahwa semua warga negara, lembaga negara, dan penyelenggara 

pemerintahan harus mematuhi keputusan MK tanpa pengecualian. Menurut Jimly 

Asshiddiqie, sifat final dan mengikat adalah ciri khas yang membedakan MK dari 

lembaga peradilan yang lain karena keputusan yang diambil tidak hanya mengikat 

bagi pihak yang bersangkutan, tetapi juga berpengaruh terhadap sistem hukum 

secara keseluruhan.
75

 

Oleh karena itu, putusan MK tidak hanya berperan dalam menyelesaikan 

konflik hukum, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menciptakan dan 

memperbarui hukum demi menjaga konstitusi dalam pengelolaan negara. Dalam 

praktik pemerintahan, keputusan MK sering dijadikan acuan utama dalam 

menafsirkan norma konstitusi serta menerapkan prinsip-prinsip negara hukum 
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yang demokratis. Dengan demikian, keputusan MK memiliki posisi yang penting 

sebagai alat untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara serta sebagai 

penjaga utama konstitusi.
76

 

Secara umum, jenis putusan MK dapat diklasifikasikan berdasarkan amar 

putusan maupun dampak hukum yang ditimbulkannya bagi pihak-pihak yang 

terlibat serta sistem hukum di negara ini. Kategorisasi ini sangat penting untuk 

memahami sifat putusan yang diberikan oleh MK dalam berbagai perkara yang 

menjadi kewenangannya. Dalam praktik peradilan konstitusi, amar putusan 

mencerminkan cara penyelesaian yang dipilih oleh hakim konstitusi terhadap 

permohonan yang diajukan. Sementara itu, dampak hukum dari putusan 

menunjukkan konsekuensi yang muncul setelah keputusan tersebut memiliki 

kekuatan hukum yang mengikat.
77

 

Klasifikasi putusan juga berperan dalam mengenali sejauh mana MK terlibat 

dalam suatu masalah hukum atau ketatanegaraan. Dalam perkara pengujian 

undang-undang dan sengketa hasil pemilu, bentuk isi putusan dapat bervariasi 

tergantung pada fakta dan argumen hukum yang terungkap selama proses 

persidangan. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai tipe-tipe putusan MK menjadi 

krusial sebagai dasar teoretis untuk menganalisis karakter putusan yang 

mengamanatkan pelaksanaan PSU. Selain memiliki peran dalam menyelesaikan 

sengketa, setiap jenis putusan juga mencerminkan cara yang diambil oleh MK 

dalam menjalankan konstitusi dan prinsip keadilan.
78

 

Dalam menjalankan kewenangannya, MK memiliki kekuasaan untuk 

mengeluarkan berbagai jenis putusan sesuai dengan hasil analisis terhadap 

persyaratan formal dan materiil dari sebuah permohonan. Putusan tersebut pada 

dasarnya merupakan cerminan dari penilaian hakim konstitusi mengenai 

kelayakan permohonan, bukti yang diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat, serta 

kesesuaian argumen pemohon dengan ketentuan hukum yang berlaku.
79

 

Berdasarkan isi dari putusannya, keputusan MK umumnya dapat dibagi menjadi 
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tiga kategori utama, yaitu keputusan yang tidak dapat diterima, keputusan yang 

menolak permohonan, dan keputusan yang mengabulkan permohonan. Ketiga 

kategori putusan ini memiliki ciri khas, dasar pemikiran, dan implikasi hukum 

yang berbeda-beda. Perbedaan ini mencerminkan tahap penilaian yang dilakukan 

oleh MK, dimulai dari analisis aspek formal sampai pada penilaian substansi 

perkara. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pengelompokan keputusan 

berdasarkan isi putusan sangat penting untuk memahami cara kerja MK dalam 

menangani suatu perkara yang berada dalam wewenangnya.
80

 

Putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima menunjukkan bahwa MK 

belum menilai isi atau inti masalah karena terdapat kekurangan di aspek formal 

pengajuan. Namun, jika semua persyaratan formal terpenuhi dan pengajuan 

dinyatakan layak untuk ditelaah lebih lanjut, MK akan melanjutkan ke tahap 

pemeriksaan inti perkara. Pada tahap ini, para hakim konstitusi akan mengevaluasi 

kebenaran argumen yang diajukan oleh pemohon berdasarkan bukti, keterangan 

dari saksi, keterangan dari ahli, serta fakta hukum yang terungkap dalam 

persidangan. Hasil dari pemeriksaan isi tersebut dapat berujung pada keputusan 

yang menolak atau menerima permohonan. Salah satu bentuk keputusan yang 

dapat diambil jika argumen pemohon tidak terbukti adalah keputusan yang 

menolak permohonan.
81

 

Berbeda dengan putusan menolak yang lahir karena dalil-dalil pemohon 

tidak terbukti atau tidak beralasan menurut hukum, MK juga mampu 

mengeluarkan keputusan yang menerima permohonan jika pemeriksaan 

menunjukkan hasil yang berbeda. Keputusan yang menerima permohonan 

diberikan ketika MK yakin bahwa argumentasi hukum pemohon didukung oleh 

bukti yang mencukupi dan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan 

konstitusi serta undang-undang. Dalam situasi seperti ini, MK tidak hanya 

mengakui adanya pelanggaran hukum, tetapi juga memberikan solusi hukum 

yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan sesuai dengan prinsip 

konstitusionalitas dan keadilan.
82

 Dengan demikian, keputusan yang menerima 

                                                           
80

 Ibid., hlm. 124. 
81

 Harjono, Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan 

Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 145. 
82

 Jimly Asshiddiqie, Op.Cit., hlm. 127. 



29 
 

 

permohonan memiliki akibat hukum yang lebih signifikan karena dapat 

menyebabkan perubahan terhadap keadaan hukum yang sudah ada. Jenis 

keputusan ini menjadi sangat krusial terutama dalam kasus sengketa hasil pemilu 

yang dapat memengaruhi hasil dan keabsahan proses demokrasi. 



 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal 

research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah norma hukum 

yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan 

doktrin hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini berfokus 

pada analisis terhadap fundamental reason atau alasan mendasar yang digunakan 

MK dalam memutus perkara PHPU yang berujung pada perintah PSU. Penelitian 

hukum normatif dipilih karena permasalahan yang diteliti berkaitan dengan 

pertimbangan hukum (ratio decidendi) hakim konstitusi dalam putusan-putusan 

MK, sehingga objek kajiannya berupa norma hukum dan putusan pengadilan, 

bukan perilaku masyarakat. 

3.2 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). 

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang 

berkaitan dengan demokrasi, keadilan pemilu, serta fundamental reason 

dalam pertimbangan hakim. Pendekatan ini membantu memahami 

perkembangan pemikiran hukum dalam putusan MK.
83

 

2. Pendekatan Kasus (Case Approach). 

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah putusan-putusan MK yang 

berkaitan dengan PHPU dan PSU. Kasus-kasus tersebut dianalisis untuk 
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menemukan pola pertimbangan hukum (ratio decidendi) yang digunakan oleh 

MK dalam memutus perkara. 

3. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach).  

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-

undangan yang relevan, seperti UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2016, serta peraturan teknis lainnya yang mengatur pilkada. 

3.3 Jenis dan Bahan Hukum 

Penelitian ini hanya menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan 

tersier yang digunakan secara terpadu untuk mendukung analisis terhadap objek 

penelitian.  

3.3.1 Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang diperoleh bukan dari 

pengalaman lapangan seperti observasi atau survei, melainkan dari peraturan 

perundang-undangan yang secara langsung mengatur objek kajian. Melalui bahan 

hukum primer inilah analisis dilakukan dengan menggunakan pengetahuan dasar 

hukum untuk menelaah permasalahan secara formal serta memiliki kekuatan yang 

mengikat. 

Dalam penelitian ini, Bahan Hukum pertama antara lain:  

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 

NRI Tahun 1945). 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

(MK) beserta perubahannya. 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota. 

4. Peraturan MK mengenai penyelesaian PHPU. 

5. Putusan-putusan MK yang menjadi objek penelitian.  
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3.3.2 Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer.
84

  Bahan hukum ini memberikan informasi atau 

hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder 

yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya berupa buku, jurnal ilmiah, hasil 

penelitian, artikel akademik, pendapat para ahli, serta literatur yang berkaitan 

dengan hukum tata negara, hukum pemilu, demokrasi, dan Mahkamah Konstitusi. 

3.3.3 Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya, kamus 

hukum maupun kamus lainnya, ensiklopedia, dan lain-lain.
85

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan 

(library research), yaitu dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan 

mengkaji berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan 

dengan permasalahan penelitian. Pengumpulan bahan hukum juga dilakukan 

melalui penelusuran putusan MK, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal 

ilmiah, dan dokumen resmi lainnya. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. 

Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan:  

1. Menginventarisasi putusan MK yang memerintahkan PSU. 

2. Mengklasifikasikan bentuk pelanggaran yang menjadi dasar putusan PSU, 

seperti pelanggaran administratif, pelanggaran prinsip jujur dan adil, serta 

pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). 

3. Menganalisis ratio decidendi atau fundamental reason dalam setiap 

putusan MK. 
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4. Menafsirkan pertimbangan hukum hakim menggunakan interpretasi 

sistematis dan teleologis. 

5. Menarik kesimpulan mengenai pola fundamental reason yang digunakan 

MK serta model demokrasi yang tercermin dalam putusan-putusan PSU 

tersebut.  



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai fundamental 

reason Putusan MK Perkara PHPU yang Memerintahkan PSU di Indonesia, 

dapat disimpulkan bahwa fundamental reason MK dalam memerintahkan 

PSU tidak hanya didasarkan pada pertimbangan hukum formal (legal 

reasoning), tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan keadilan 

demokrasi (democratic reasoning). Dalam berbagai putusan PHPU, MK 

menilai bahwa pelanggaran yang terjadi tidak sekadar dilihat dari besarnya 

selisih suara, melainkan dari sejauh mana pelanggaran tersebut memengaruhi 

integritas proses pemilihan, hak konstitusional pemilih, serta legitimasi hasil 

pemilu. 

Perkembangan putusan MK pada periode 2014, 2019, dan 2024 

menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan demokrasi 

prosedural menuju demokrasi substantif. Pada periode 2014, pertimbangan 

MK masih lebih berorientasi pada aspek administratif dan kepastian hukum 

formal. Selanjutnya, pada periode 2019 MK mulai memberikan perhatian 

yang lebih besar terhadap kualitas proses pemilihan, termasuk perlindungan 

hak pilih dan netralitas penyelenggara pemilu. Sementara itu, pada periode 

2024, MK semakin menegaskan posisinya sebagai guardian of democracy 

dengan menempatkan integritas pemilu, kemurnian suara rakyat, dan keadilan 

elektoral sebagai dasar utama dalam memerintahkan PSU. Dengan demikian, 

PSU yang diperintahkan oleh MK merupakan instrumen korektif untuk 

memulihkan legitimasi demokrasi dan menjamin bahwa hasil pemilihan 

benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Oleh karena itu, fundamental 

reason dalam putusan PSU mencerminkan perpaduan antara kepastian 
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hukum, keadilan substantif, dan perlindungan terhadap nilai-nilai demokrasi 

konstitusional yang menjadi landasan negara hukum Indonesia.  

 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Fundamental Reason Putusan MK 

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang Memerintahkan 

Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Indonesia, maka penulis memberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

Pertama, MK diharapkan tetap mempertahankan dan memperkuat 

konsistensi pertimbangan hukum (legal reasoning) dalam memutus perkara 

PHPU, khususnya yang berujung pada perintah PSU. Konsistensi tersebut 

penting untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan 

publik terhadap putusan MK sebagai lembaga peradilan konstitusi. 

Kedua, MK perlu terus mengembangkan pertimbangan hukum yang tidak 

hanya berorientasi pada aspek prosedural dan selisih perolehan suara, tetapi 

juga memperhatikan integritas pemilu, perlindungan hak konstitusional 

pemilih, serta kualitas demokrasi substantif. Dengan demikian, putusan yang 

dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga 

mewujudkan keadilan demokrasi. 

Ketiga, MK diharapkan dapat merumuskan parameter yang lebih jelas 

dan terukur mengenai pelanggaran yang menjadi dasar perintah PSU. 

Kejelasan parameter tersebut akan membantu menciptakan keseragaman 

penerapan hukum dalam penyelesaian sengketa pemilu serta memudahkan 

penyelenggara pemilu dalam memahami standar yang digunakan MK dalam 

menilai suatu pelanggaran. 

Keempat, Seiring meningkatnya kompleksitas sengketa pemilu, MK 

diharapkan terus memperkuat perannya sebagai guardian of the constitution 

dan guardian of democracy dengan mengedepankan putusan yang mampu 

menjaga kemurnian suara rakyat, memperkuat legitimasi hasil pemilu, dan 

mendukung terwujudnya demokrasi yang jujur, adil, serta berintegritas di 

Indonesia. 
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